
BUPATI PESISIR BARAT 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR Dt{ TAHUN 2014 

TENTANG 

TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
 
DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 01 KABUPATEN PESISIR BARAT
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESISIR BARAT, 

Menimbang	 bahwa dalarn rangka peiaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat 
Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis 
Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten 
Pesisir Barat, dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 75 Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten 
Lampung Barat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tala Cara 
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 
Kabupaten Pesisir Barat: 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q02 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4189); 

2.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4.	 Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231); 



Menetapkan 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

10.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 

11.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

12.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang 
Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat: 

13.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 
2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Pesisir. 

MEMUTUSKAN : 

TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 
TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI 
KABUPATEN PESISIR BARAT. 

Pasal1 

Dalam Peraturan Supati ini yang dimaksud dengan : 
1.	 Bupati adalah Bupati Pesisir Barat; 
2.	 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah 

yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelola Keuangan. dan Aset Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat; 

3.	 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat 
SPPT. adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan 
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang terutang kepada Wajib Pajak; 

f
 



4.	 Sural Kelelapan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkat SKPD, 
adalah sural ketetapan pajak yang menenlukan besarnya jumlah 
pokok pajak yang terulang; 

5.	 Sural Pemberilahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
rneiaporsan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan PerKotaan sesuai dengan kelenluan peraturan 
perpajakan daerah; 

Pasal2 

(1)	 Berdasarkan SPOP hasil pendataan, 8upati melalui Kepala 
Dinas menerbilkan SPPT; 

(2)	 Bupati melalui Kepala Dinas dapal mengeluarKan SKPD dalam 
hal-hal sebagai berikul : 
a.	 apabila SPOP tidak disampaikan dan selelah Wajib Pajak 

ditegur secara lertulis oleh Bupali sebagaimana ditenlukan 
dalam Sural Teguran; 

b.	 apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau kelerangan lain 
lernyala jumlah pajak yang lerulang lebih besar dari jumlah 
pajak yang dihilung berdasarkan SPOP yang disampaikan 
oleh Wajib Pajak. 

Pasal3 

(1)	 Pemungulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkolaan dilarang diborongkan; 

(2)	 Seliap Wajib Pajak wajib membayar pajak lerulang berdasarkan 
SPPT atau SKPD. 

Pasal4 

(1)	 SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
menggunakan formulir khusus; 

(2)	 Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berisi 
informasi sebagai berikut: 
a.	 Halaman depan : 

1) Nomor seri formulir; 
2) Nama Pemerinlah Kabupaten Lampung Baral dan 

Dinas Pendapalan, Pengelola Keuangan, dan Aset 
Daerah; 

3) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB Perdesaan dan 
Perkotaan bukan merupakan bukli kepemilikan hak; 

4) Kode Akun; 
5) Tahun Pajak dan jenis seklor PBB Perdesaan dan 

PerKotaan; 
6) Nomor Objek Pajak (NOP); 
7) Lelak objek pajak; 
8) Nama dan alamal Wajib Pajak; 
9) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 
10) Luas bumi dan/alau bangunan: 
11) Kelas bumi danlatau bangunan; 
12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 bumi dan/atau 

bangunan; 
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13) Total NJOP bumi dan/atau bangunan; 
14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB; 
15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP); 
16) NJOP untuk penghitungan PBB Perdesaan dan 

Perkotaan; 
17) PBS Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang; 
18) Stimulus Pajak 
19) PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar; 
20) Tanggal jatuh tempo; 
21) Tempat Pembayaran; 

b.	 Halaman belakang : 
1) Nama petugas penyampai SPPT; 
2) Tanggal penyampaian; 
3) Tanda tangan petugas; 
4) Informasi lainnya. 

(3)	 Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal5 

(1)	 SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
menggunakan formulir khusus; 

(2)	 Blanko SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal1 Januari 2014. 
,RAF KOOROINASI 
JABATAtl Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
!I;KDAKI.J Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
~SSISTEN ;;"'m=t.:;t:l!1'( Kabupaten Pesisir Barat. 

Ditetapkan di Krui 
Pada tanggal r .:/f.b(T(lO!i 2014 

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT, 

/~ 
, 

KHERLANI 
"1 

snlSTEN 
p 

!lAIlAG HlIKlJM 

Diundangkan di Krui 
pada tanggal 2014 

SEKRETARI
 
KABUPATEN P
 

FREDY. SM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2014 NOMOR 



/ .., /J'
C/.;:." 
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Lampiran I Peraluran Supali 

Nomor Tahun 2014 
Tanggal 2014 

PEMERINTAH KABUPATEN 

PESISIR BARAT SPPT PBB 

DINAS PPKAD BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN; 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
NOP' 

LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB BAJAK 

NPWP; 

NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp)OBJEK PAJAK LUAS(M2) KELAS , 

NJOP Sebagaidasar pengenaan PBB = 
NJOPTKP (NJOP Tidak kena pajak) = 
NJOP untuk perhitungan PBB = 
Stimulus PBB = 

PBB yang terhutang = 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 

TGLJATUH TEMPO : An.BUPATI PESISIR BARAT 

TEMPAT PEMBAYARAN ; KEPALA DINAS PENDAPATAN 

PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

~------~,--
NAMAWP Diterima tgl 

Tanda 
LetakObjek Pajak ; Kecamatan Tangan 

; Pekon/Kel 

NO.SPPT (NOP) (...........•••••••.....•.•••..•••......•••.••..••..... J 
SPPT Tahun/Rp. Nama Terang 

I 
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Lampiran II Peraluran Bupati 
Nomor Tahun 2014 
Tanggal 2014 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I 

Nomor 
Tanggal Penerbitan 

I Tahun Pajak 
AKUN 

I 

Letak Objek Pajak Nama dan alamat waiib Palak 

Alamat 
DesaiKelurahan 1) 

Kecamatan 
Kabupaten/Kota1) 
Kode Pos 

RW/RT: Nama 
Alamat 
Kabupaten/Kota1) 
Kode Pas : 

I 

NOP NPWPD 

Data Objek Pajak2) 

OSJEKPAJAK 
Bumi 
Bangunan 
Bumi Bersama 
Banaunan Bersama 

LUAS 1m2) KLAS NJOP per m2 (RD) 

Total NJOP 

NJOP(RD.) 

Perhitungan Pajak Terutang 

1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBS Perdessan dan Perkotaan (Total NJOP) 

12 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

3. NJOP untuk penghitungan PSS Perdesaan dan Perkotaan (angka 1 - angka 2) 

~. PBB Perdesaan dan Perkctaan yang terhutanq (Tarit 0,3% x angka 3) 

5. Stimulus Pajak I. .... ,% x angka 4) 

~. PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar (angka 4 - angka 5) 

7 Denda Adrninistrasi Pasal 97 ayat (5) UU PDRD') 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

8. Jumlah PBS yang harus dibayar seluruhnya (angka S + angka 7) Rp 

, Terbilang: 
.............. ......... 

fanggal jatuh tempo 
Tempat pernbayaran 

a.n. Bupati Pes;sir Barat 
Kepala Dinas Pendapatan, 
Pengelola Keuangan, dan Aset 
Daerah, 

I~__I-",,--=NIP=~
gunting disini . 

Diterima Tanggal : 
Penerima, 

NamaWP 

NPWPD 
NOP 

Tahun Pajak 

NomorSKPD 
Nama Lengkap dan Tanda Tangsn Tanggal Penerbitan 

1) - Dalsm hal SKPD PBB Perdellaan dan PerXota8n yangdi19rbltkanberdasarkan Pasal 92 ayal (5) Perda NomOI' 1 Tahun 2011, dendB adlYllnlslraIl ditntung dari pokotl 

paB yafljl kurang dibayar. sssusi lsmplran A SKPD pee remor 20. 

o Deism hal SKPD PSB eeroeeeen dan Pentol.san yang diterbilk,an berdssarkan Pa,sl 94 ayat (S) Perna NO!TIlJr 1 Tatlun 2011, 

denda admllllslrasl dinilUng dan pok.ok PBB Peeeeseendan Pe~taIm yang kurang dibayar sasUSI Lamplran a SKPD PBa noma Sb. 



Lampiran A SKPD 
Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Nomer 
Tahun Pajak 
Tanqqal Penerbitan 

I 

I Tan99al Jatuh Tempo 

Nama Wajib Pajak 
NPWPD 
NOP 

Perhilungan Pajak yang Terutang: 

JUMLAH RUPIAH MENURUT 

NO. URAIAN FISKUSI 
KETETAPAN 

WAJIB PAJAK! 
KEPUTUSAN 

(2) (3) (4)(1) 
m2 m2 

2 Luas Bangunan (m2) 
1. Luas Bumi (m2) 

m2 m2 

3 Leas Bumi Bersama (m2) m2 m2 
m2 m24. Luas Sangunan Bereama (m2) 

5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi per m2 (Kelas. .lKelas ...) " ,,"p Rp 

6. NJOP Bangunan per m2 (Kelas...lKelas...) " Rp Rp 
7 NJOP Bum, Bersama per m2 (Kelas ...lKelas ...) Ii Rp Rp
 
8
 NJOP Bangunan Bersama per m2 (Kelas ...IKelas ..) '\ Rp Rp 

NJOP Bum; (angka 1 x angka 5) 9. Rp ,,"p 
10. NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6) RpRp 
11. NJOP Bumi Beraarna (angka 3 x angka 7) Rp Rp 
12. NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka 8) iRp Rp 
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Rp Rp 

angka 9 + angka 10 + angka 11 + angka 12) 

~Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp Rp 
15. NJOP unluk penghilungan PBB Perdesaan dan Perkotaan Rp Rp 

angka 13 - angka 14) 
16. PBB yang lerhulang (Tarit 0,3% x angka 15) Rp Rp 

17. Stimulus Pajak (........% x angka 16)
 Rp Rp 

18. Pokok PBB yang masih harus dibayar (angka 16 - angka 17) ~p 

19. penda Adrninistrasi Pasalg7 ayat (5) UU PDRD (25% x angka 19) JRp 
20. ~umlah PBB yang harus dibayar seluruhnya (angka 18 + angka 19) fp ...
1) DIISI dengan Kelas NJOP/m2 sesuai kolom (3)/Kelas NJOP/m2 sesuai kolorn (4) 
2) Caret yang lIdak perlu. 
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Lampiran B SKPD 
Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 

Nornor 
Tahun Pajak 
Tanggal Penerbitan 

Tanggal Jaluh Tempo 

~ Nama Wajib Pajak 
NPWPD 
NOP 
SPPT I SKPD I STPO') Tahun 

Perhitungan Pajak yang Terutang: 

JUMLAH RUPIAH MENURUT 
NO, URAIAN WAJIB PAJAK! 

KETETAPANI 
DOKUMEN 

PEMBAYARAN 

FISKUS 

(1) 
1 

(2) 

Pajak Terhutang dalam SPPT/SKPD/STPD') Nomor ......... tshun .... Rp 
(3) 

Rp 
(4) 

2 
~3 

Pengurangan Pasal Pasal 23 (2) huru! f 
PBS Perdesaan dan PeT1<.otaan yang harus dibayar 
(angka 1- angka 2) 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

4 PBB Perclesaan dan Perkolaan vano telah dibavar 
4,a Rincian Pembayaran : 

1) SSPD PBB Perdesaan dan Perkotaan/SnSIBukti 
Pembayaran Lain I) NTPN/NOP ') ",TanggaL, 

Rp Rp 

2) SSPD PBB Perdesaan dan PeJ1<otaaniBukb Pembayaran Lain') Rp 
NTPNlNOP') ",Tanggal.., 

Rp 

(dapat d~ambah baris baru sebanyak pembayaran yang terjadi) 

5 
4.b Jumlah lotal pembayaran (lola' angka 4,a) 
5.a Jumlah kurang dibayar 
s.e Denda Administrasi Pasal Pasai 97 ayal (5) UU PDRD (25% x 

anoka 5,a) 

5.c PBB Perdesaan dan PeJ1<olaan yang masih harus dibayar (angka 
5,a + angka 5.b) 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

'I Terbilang: .......................................... .......................................... ..... ...... 
...................................................................................... ......... 

..... 

1) Caret yang lidak perlu 


